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ABSTRAK : - Dalam rangka mempercepat dan memperlancar proses 

pengajuan perubahan gaji dan pengiriman Surat Keterangan 

Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga 

Aparatur Sipil Negara serta dokumen pendukung lainnya 

dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan 

memperhatikan aspek keamanan proses dan kejelasan 

tanggungjawab dari masing pelaksana keuangan, diperlukan 

sebuah mekanisme proses perubahan data yang cepat, tepat 

dan efisien. 

- Untuk mendukung pelaksanaan proses perubahan data yang 

cepat, tepat dan efisien sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a, perlu mengatur mekanisme perubahan data gaji dan 

pengiriman Surat Keterangan Untuk Mendapatkan 

Pembayaran Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara 

Secara Daring dengan Peraturan Bupati 

 

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 

1950; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019. 

  

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Mekanisme 

Perubahan Data Gaji dan Pengiriman Surat Keterangan 

untuk mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga 

Aparatur Sipil Negara Secara Daring dengan ruang lingkup 

meliputi: 

a. Perubahan Data Gaji ASN dan pengiriman SKUMPTK 

ASN; 

b. Usulan perubahan data gaji ASN dan pengiriman 

SKUMPTK ASN secara daring, dan 

c. pelaporan 

 

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 3 April 

2023. 

- Dalam hal terjadi:  

a. keadaan tanggap darurat bencana alam dan/atau 

nonalam;  

b. keadaan mendesak dan/atau keadaan tertentu, seperti 

kendala jaringan, kerusakan server SIAP UJI atau hal lain 

yang menyebabkan tidak berfungsinya Aplikasi SIAP UJI, 

maka proses usulan perubahan data gaji dan pengiriman 

SKUMPTK ASN dapat dilakukan secara manual dengan 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan. 


